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BAB II 
KAJIAN TEORITIS 
 
A. Kajian Teoritis 
1. Ruang Lingkup Zakat, Infak dan Sedekah 
a. Pengertian zakat, infak, dan sedekah 
Menurut bahasa, zakat berasal dari kata “ zaka” yang artinya 
berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan menurut bahasa Arab, arti 
dasar dari kata zakat, ditinjau dari segi bahasa adalah, suci, tumbuh, 
berkah dan terpuji. Semua arti dari zakat tersebut telah disebutkan 
dalam al-Quran dan Hadis. Zakat dalam istilah fiqih berarti sejumlah 
harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada 
orang-orang yang berhak.1 Dari beberapa makna mengenai zakat, 
dapat dijabarkan sebagai berikut;  
Pertama, zakat bermakna at-thahuru atau membersihkan dan 
mensucikan. Artinya orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah 
SWT dan bukan karena ingin dipuji manusia, Allah akan 
membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya.  
Kedua, zakat bermakna Al-Barakatu atau berkah. Artinya orang 
yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan 
keberkahan harta ini akan berdampak pada keberkahan hidup.  
Ketiga, zakat bermakna An-numuw atau tumbuh dan 
berkembang. Menurut Abu Muhammad Ibnu Qutaibah makna ini 
                                                             
1 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1999), hal..34 
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menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya 
(dengan izin Allah) akan selalu terus tumbuh dan berkembang, hal ini 
disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan 
kewajiban zakatnya.  
Keempat, zakat bermakna As-shalahu atau beres dan bagus. 
Artinya orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu 
bagus dalam arti tidak bermasalah dan terhindar dari masalah.2 
 Dalam hal ini,  zakat merupakan harta kekayaan yang 
dikeluarkan seseorang muslim dari pengambilan tertentu dan untuk 
diberikan kepada golongan tertentu. Karena harta atau kekayaan yang 
dikeluarkan zakat sejatinya dapat membersihkan, mensucikan, 
membereskan, menambah dan mendatangkan keberkahan bagi 
pemiliknya.  
 Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah 
satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum 
menunaikan zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah 
memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat wajib zakat 
adalah muslim, baligh, berakal dan memiliki harta yang mencapai 
nishab.3 
 Zakat diklasifikasikan menjadi dua macam, zakat nafs (jiwa) 
yang juga disebut zakat fitrah, dan zakat mal atau zakat harta. 
                                                             
2Kementrian Agama RI, Direktorat Pemberdayaan Zakat. Tanya Jawab 
Zakat,(Tulungagung: Penyelenggara Zakat Dan Wakaf, Kementrian Agama Kabupaten 
Tulungagung, 2012), hal. 2 
3 Institut Managemen Zakat, Panduan Puasa dan Zakat,(Jakarta: Kemenag RI, 2007), 
hal. 25 
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Sedangkan suatu harta dapat dikatakan mal atau kekayaan apabila telah 
memenuhi dua syarat yakni, dapat dimiliki atau dikuasai, dapat 
diambil manfaanya, dan untuk kategori tertentu harta tersebut harus 
dapat berlalu dalam waktu setahun. Di antara harta atau mal yang 
wajib dizakati yaitu; binatang ternak, emas dan perak, tanaman, 
perdagangan, barang tambang, uang baik dalam bentuk surat berharga 
ataupun properti, dan profesi.4 
 Sedangkan infak, berasal dari kata “anfaqa”, yang berarti 
mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan 
menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian harta 
atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang 
diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada batasan kadarnya maka 
Infak tidak mengenal nishab. Karena infak dikeluarkan oleh setiap 
orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah.5 
Sebagaimana Firman Allah dalam al-Qur’an Surat al-Imron ayat 134.6 
   
  
 
  
  
   
     
                                                             
4 Ibid. hal. 26 
5Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah, (Jakarta: 
Gema Insani, 1998).., hal. 14 
6 Depertemen Agama RI, A-l Quranul Karim dan Terjemahnya…, hal.67 
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 Artinya:  (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik 
di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan 
amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai 
orang-orang yang berbuat kebajikan. 
 Jika zakat harus diberikan kepada mustahik yang telah 
dijelaskan dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 60 yaitu delapan 
ansnaf, maka infak boleh diberikan kepada siapapun juga, seperti anak 
yatim, orang tua, sebagai perluasan syiar Islam dan lain sebagainya 
dengan tujuan kemaslahatan umum.  
 Adapun sedekah berasal dari kata “shadaqa” yang berarti 
benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar 
pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah 
sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan 
ketentuannya. Hanya saja, infak lebih kelihatan berbentuk materi, 
sedangkan sedekah memiliki arti lebih luas, karena menyangkut hal 
yang bersifat non materil.7  
 Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Dzar, 
Rasulullah saw, menyatakan bahwa jika tidak mampu bersedekah 
dengan harta maka membaca tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil, serta 
melakukan kegiatan amal ma’ruf nahi munkar adalah termasuk 
ibadah.8 
 Seringkali kata-kata sedekah dipergunakan dalam al-Qur’an, 
tetapi maksud sesungguhnya adalah zakat, misalnya firman Allah 
SWT dalam al-Qur’an surat at-Taubah ayat 60. Yang perlu 
                                                             
7 Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah…,hal. 15 
8 Ibid. hal.16 
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diperhatikan, jika seseorang telah berzakat dan masih memiliki 
kelebihan harta, sangat dianjurkan sekali untuk berinfak atau 
bersedekah. 
 Berinfak adalah ciri utama orang yang bertaqwa, ciri mukmin 
yang mengharapkan keuntungan abadi. Berinfak akan 
melipatgandakan pahala di sisi Allah SWT. Sebaliknya, apabila tidak 
mau berinfak maka sama halnya dengan menjatuhkan diri kepada 
kebinasaan. 
b. Dasar hukum zakat, infak, dan sedekah 
 Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan hukumnya 
fardlu ain bagi yang telah memenuhi berbagai syarat yang telah 
ditetapkan dalam Al-Qur’an. Di antara Firman Allah yang 
memerintahkan untuk berzakat yaitu; 
 Surat Al-Baqarah ayat 43; 
  
  
  
     
 Artinya; Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah 
beserta orang-orang yang ruku'.9 
 
 Surat At-Taubah ayat 103: 
   
  
                                                             
9 Kementrian Agama Republik Indonesia ,Al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: Pustaka Al-
fatih, 2009), hal. 203 
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  
   
     
    
    
 Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat 
itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah 
untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman 
jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha 
mengetahui.10 
 
  Dalam hadis dijelaskan bahwa; 
 ِ َّاللَِّدْبَع ِنَمْح َّرلا ِدْبَع ِْىَبا ْنَع ْلا ِنْبَرَمُع ِنْب َّطَخيضر ِبا امهنع هاللَّ  َلَاق:  ُتْعِمَس 
 َلْوُسَر 
  َخ ىلَع َُملاْسِلإا َىُْنب ُلُْوَقي ملسو هيلع هاللَّ ىهلص ِ هاللَّ  سْم  َهَش : َل َْنا َِةدا ُ َّاللَّ َِّلا ََهلِا 
  ِْياَو َِةلاَّصلا ِمَاقِاَو ِ َّاللَّ ُلْوُس َّرًاد َّمَحُم ََّناَو ِءَات َك َّزلا ِ هجَحَو ِةا  ِتَْيبْلا  َمَر ِمْوَصَو ،َناَض 
  ملسمو يرخبلا هور() 
 Artinya: Dari Abdul Rahman Abdullah bin Umar bin Khattab ra, 
berkata aku mendengar Rasulullah Saw Bersabda;  “Islam 
dibangun atas lima perkara: bersaksi tidak ada ilah (sesembahan) 
yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah 
utusan-Nya; menegakkan shalat;menunaikan zakat; menunaikan 
haji; dan berpuasa di bulan ramadhan.” (Hadis Riwayat Bukhori 
dan Muslim(.11 
 
c. Harta  yang wajib dizakati  
 Pada hakikatnya, semua yang dihasilkan seorang muslim dari 
jerih payah usahanya, apapun sumbernya terdapat hak dari sebagian 
muslim lainnya. Harta tersebut harus diberikan kepada kaum yang 
                                                             
10 Ibid. hal.209 
11 Imam Nawawie, Terjemah Al-Arba’in Nawawi, (Surabaya: Al-Miftah), hal. 8 
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membutuhkan, dalam arti lain harta tersebut harus dikeluarkan 
zakatnya, tetapi di sisi lain juga terdapat harta yang tidak terkena 
kewajiban zakat. Harta yang tidak terdapat kewajiban berzakat yaitu 
harta yang tidak memenuhi  syarat wajib mengeluarkan zakat, syarat 
tersebut adalah; 
1) Milik penuh, kekayaan itu harus berada di bawah kontrol dan di 
dalam kekuasaan pemiliknya serta didapatkan dengan cara yang 
halal. Kekayaan itu harus berada di tangannya, tidak tersangkut di 
dalamnya hak orang lain, dapat dipergunakan, berfaedah serta 
dapat dinikmati.  
2) Berkembang, harta tersebut senantiasa bertambah baik secara 
konkret maupun tidak konkret. 
3) Cukup senishab, nisab merupakan batasan minimal untuk harta 
yang harus dikeluarkan zakatnya. Disyaratkan nishab 
memungkinkan orang yang mengeluarkan zakat sudah terlebih 
dahulu berada dalam kondisi berkecukupan.  
4) Lebih dari kebutuhan biasa, harta tersebut lebih dari kebutuhan 
rutin yang benar-benar diperlukan untuk memenuhi batas minimal 
kebutuhan sang pemilik harta demi kelangsungan hidupnya.  
5) Bebas dari hutang, orang yang berhutang tidak diwajibkan untuk 
berzakat akan tetapi, berhak mendapatkan zakat. Pemilikan 
sempurna yang dijadikan syarat wajib zakat haruslah lebih dari 
kebutuhan primer, cukup senishab serta bebas dari hutang. 
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6) Berlalu setahun, bahwa harta yang wajib dizakati harus berada di 
tangan pemilik harta dengan ketentuan berlalu 12 bulan qomariah 
dalam kategori zakat modal, hewan ternak, uang dan harta benda 
dagang dan lain-lain.12 
 Pada umumnya harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ada 
lima, yaitu; 
1) Zakat emas dan perak 
  Definisi dari zakat emas dan perak adalah emas dan perak 
baik sudah berupa uang cetakan maupun belum.13 Para fuqoha 
sepakat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya baik 
berupa potongan maupun bejana. Bahkan dalam madzab Hanafi, 
mengharuskan untuk mengeluarkan zakat atas perhiasan yang 
terbuat dari bahan tersebut.14 Tetapi berbeda pendapat dengan 
Syafi’i, apabila emas dan perak tersebut digunakan sebagai 
perhiasan maka tidak wajib untuk dizakati.15  Nisahab zakat emas 
adalah 85 gram dan nishab zakat perak adalah 200 dirham. 
Ketentuan ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw. Nabi 
Muhammad saw bersabda:  
 “Apabila engkau memiliki 200 dirham, dan telah mencapai 
haul maka padanya terdapat zakat 5 dirham, dan engkau tidak 
berkewajiban apa pun pada emas hingga engkau memiliki 20 
dinar. Maka apabila engkau memiliki 20 dinar dan telah 
                                                             
12 Fahrur Mu’iz, Zakat A-Z, (Solo: Tinta Medina, 2011), hal. 39 
13 Ibid. hal.  60 
14 Wahbah Az-Zuhayli, Zakat Kajian Berbagai Madzhab,terjemahan, (Bandung: PT 
Remaja Rosda Karya, 1995), hal. 126 
15 Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As Sulthaniyya, (Hukum-hukum Penyelenggaraan 
Negara), terjemah.Bahri Fadli, (Jakarta: Darul Falah, 2007), hal. 213 
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mencapai haul maka padanya zakat setengah dinar, kemudian 
selebihnya sesuai dengan perhitungan tersebut”.(HR.  Abu 
Daud).  
 
   Dari Abu Said Al-Khudri r.a, Nabi saw, bersabda, “Tidak 
diwajibkan zakat pada perak yang beratnya kurang dari lima 
uqiyah.” (HR. Muslim)  
 
  Dari hadis di atas dapat difahami bahwa nishab emas 
adalah 20 mitsqal atau dinar. Satu mitsqal adalah 4,25 gram 
sehingga nishab emas adalah 85 gram. Dan 5 uqiyah sama dengan 
200 dirham sehingga kadarnya adalah 1/40 atau setara 2,5%.16 
  Sama halnya dengan zakat uang,  zakat uang bersumber 
dari berbagai penghasilan dari usaha, seperti dari kepemilikan 
surat-surat berharga, properti, profesi, jasa sewa-menyewa, dan 
mahar. Syarat dan ketentuan pengeluaranya sama dengan zakat 
emas dan perak. Yaitu apabila  telah setara dengan 85 gram emas 
dan kadar zakatnya 2,5%.17 
2) Zakat barang tambang, temuan dan hasil laut 
  Barang tambang adalah semua yang dikeluarkan dari bumi 
dan mempunyai nilai. Yang dimaksud dengan barang tambang 
yaitu seperti, emas, perak, besi, kuningan, dan timah. Barang 
temuan (rikaz) dalah harta pendaman jahiliyyah, termasuk dalam 
kategori ini adalah barang yang ditemukan di atas permukaan 
bumi. Sedangkan hasil laut merupakan harta yang dieksploitasi 
                                                             
16  Fahrur Mu’iz, Zakat A-Z.., hal. 61 
17 Ibid. hal. 88 
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dari laut, seperti mutiara, kerang, terumbu karang, rumput laut dan 
lain sebagainya.  
  Nishab zakat dari ketiga jenis harta zakat tersebut adalah 
senilai dengan zakat emas dan perak yaitu 85 gram. Untuk 
kadarnya ada perbedaan, apabila barang tambang  2,5%, barang 
temuan atau rikaz 20%, dan untuk hasil laut  20%  atau 5% sesuai 
dengan kesulitan mendapatkannya. Dan untuk haul atau batas 
waktu pengeluarannya adalah ketika harta tersebut di dapatkan, 
jadi tidak menunggu waktu satu tahun.18 
3) Zakat binatang ternak 
  Binatang ternak yang wajib dizakati adalah binatang –
binatang yang oleh oleh orang Arab disebut dengan al-an’am, 
yaitu, sapi/kerbau, kambing, serta domba. Di antara syarat-syarat 
zakat binatang ternak yaitu apabila telah sampai nishab, telah 
dimiliki setahun, digembalakan, dan tidak dipekerjakan. Nishab 
untuk zakat binatang ternak berbeda-beda antara satu dengan yang 
lainnya.19 
Tabel 2.1 
Nishab dan Zakatnya Unta 
 
Nishab Unta Kadar Zakat 
5 – 9 ekor 1 ekor kambing 
10 – 14 ekor 2 ekor kambing  
15 – 19 ekor 3 ekor kambing 
                                                             
18 Ibid. hal. 79 
19 Ibid. hal. 52 
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20 – 24 ekor 4 ekor kambing 
25 – 35 ekor 1 ekor unta betina (berumur 1 tahun lebih/ bintu 
makhad) 
36 – 45 ekor 1 ekor unta betina (berumur 2 tahun lebih/ bintu 
labun) 
 Tabel berlanjut… 
Lanjutan Tabel…  
46 – 60 ekor 1 ekor unta betina (berumur 3 tahun lebih / hiqqah) 
61 – 75 ekor 1 ekor unta betina (berumur 4 tahun lebih/ jadz’ah) 
76 – 90 ekor 2 ekor unta betina (berumur 2 tahun lebih/ bintu 
labun) 
91 – 120 ekor 2 ekor unta betina (berumur 3 tahun lebih/ hiqqah) 
212 – 129 ekor 3 ekor (berumur 2 tahun lebih/ bintu labun) 
130 – 140 ekor 2 ekor (berumur 3  tahun lebih/hiqqah) dan 2 ekor 
(berumur 2 tahun lebih/ bintu labun) 
150 – 159 ekor 3 ekor (berumur 3 tahun lebih/hiqqah) 
160 – 169 ekor 4 ekor (berumur 2 tahun lebih /bintu labun)  
Sumber: Data tabel dati buku zakat A-Z karya Fahrur Mu’iz 
 
Tabel 2.2 
Nishab dan Zakatnya Sapi atau Kerbau 
Nishab Kadar Zakat 
30 – 39 ekor 1 ekor sapi jantan/betina (berumur 1 
tahun/lebih/ tabi’ atau tabi’ah) 
40 – 59 ekor 1 ekor sapi betina (berumur 2 tahun 
lebih/musinnah) 
60 – 69 ekor 2 ekor tabi’ atau tabi’ah 
70 – 79 ekor 1 ekor musinnah dan 1 ekor tabi’  
80 – 89 ekor 2 ekor musinnah  
90 – 99 ekor 3 ekor tabi’  
100 – 109 ekor 1 ekor musinnah dan 2 ekor tabi’  
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110 – 119 ekor 2 ekor musinnah dan 1 ekor tabi’  
120 ekor 4 ekor tabi’ dan3 ekor musinnah   
Sumber: Data tabel dati buku zakat A-Z karya Fahrur Mu’is 
 
 
 
 
Tabel 2.3 
Nishab dan Zakatnya Kambing 
 
Nishab Kadar Zakat 
40 – 120 ekor 1 ekor kambing  
121 – 200 ekor 2 ekor kambing 
201 – 300 ekor 3 ekor kambing 
301 – 400 ekor 4 ekor kambing 
Sumber: Data tabel dati buku zakat A-Z karya Fahrur Mu’is 
4) Zakat Tanaman  
  Tanaman yang wajib dizakati adalah biji-bijian yang menjadi 
bahan makanan pokok, seperti gandum, jagung, padi, kedelai, dan 
kacang tanah. Syarat-syarat zakat tanaman di antaranya adalah 
ditanam oleh manusia atau bukan tumbuh sendiri, menjadi bahan 
makanan pokok serta mengenyangkan, dan mencapai nishab.  
  Nishab untuk zakat tanaman adalah 653 kg dengan catatan 
dikeluarkan dari kulitnya. Kadar  zakat 5% apabila diairi 
menggunakan alat, dan 10% apabila diairi dengan air hujan atau 
sungai. Ketentuan ini berlaku pula untuk zakat buah-buahan.20 
5) Zakat Perdagangan   
                                                             
20 Ibid.  hal.67 
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  Perdagangan dalam hal ini merupakan benda-benda yang bisa 
ditukar dengan uang, emas, tau perak dan siap diperjualbelikan. 
Syarat-syarat dari zakat perdagangan yaitu, telah sampai nishab, 
telah dimiliki setahun, dan barang tersebut merupakan barang 
untuk diperjualbelikan. Nishab zakat perdagangan adalah senilai 
dengan 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5%.21 
6) Zakat Profesi  
  Ada beberapa definisi dari zakat profesi atau zakat 
penghasilan. Menurut ulama salaf zakat pengahsilan atau zakat 
profesi biasanya disebut dengan al-mal al-mustafad. Yang 
termasuk dalam kategori zakat al-mal al-mustafad adalah 
pendapatan yang dihasilkan dari profesi non zakat yang dijalani, 
seperti gaji pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, dan lain-
lain, atau rezeki yang dihasilkan secara tidak terduga seperti 
undian, kuis berhadiah dengan syarat tidak mengndung unsur judi.  
 Menurut Yusuf Qardhawi zakat penghasilan atau zakat 
profesi adalah hasil pekerjaan dari pekerjaan yang dihasilkan 
sendiri tanpa tergantung dengan orang lain. berkat kecekatan 
tangan ataupun  otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini 
merupakan penghasilan profesional seperti, penghasilan dokter, 
insinyur, advokat, seniman, penjahit, dan lain sebagainya. Definisi 
zakat profesi atau zakat penghasilan yang ke dua pekerjaan yang 
                                                             
21 Wahbah Az-Zuhayli, Zakat Kajian Berbagai Madzhab,terjemahan.., hal.163 
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dikerjakan seseorang untuk pihak lain, baik pemerintah, 
perusahaan maupun perorangan dengan memperoleh upah yang 
diberikan dengan tangan, otak, maupun kedua-duanya.22 
 Ada beberapa kategori pendapatan yang termasuk ke dalam 
zakat profesi, di antaranya yaitu pendapatan yang dihasilkan pada 
kerja sebuah instansi seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), 
pendapatan dari hasil kerja profesional pada bidang pendidikan dan 
keterampilan pribadinya  seperti dokter, pengacara, tukang jahit, 
dan lain sebagainya.  
 Zakat profesi, baik dari upah, honorarium maupun yang 
lainnya, tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali telah melampaui 
batas ketentuan nisab. Nisab zakat profesi diqiyaskan dengan nisab 
kategori aset wajib pajak zakat keuangan yaitu 85 gram emas atau 
200 dirham perak dan kadar zakanya 2,5% dengan syarat 
kepemilikan telah melampau batas haul yaitu satu tahun.23 
d. Golongan yang berhak menerima zakat  
  Kelompok penerima zakat (mustahiq al-zakat) sebagaimana 
Firman Allah dalam Surat at-Taubah ayat 60 yaitu kepada delapan 
asnaf,  di antaranya orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-
pengurus zakat (amil), para mu’allaf yang dibujukhatinya, untuk 
(memerdekakan budak), orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah 
dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.  
                                                             
22Fakhrudin, “Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia”, (Malang: UIN Malang  Press), 
hal.17 
23  Ibid. hal. 133  
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1) Orang fakir (al-fuqara’) 
  Orang fakir adalah kelompok pertama yang menerima 
pembagian zakat. Menurut madzab Syafi’I dan Hambali orang 
fakir adalah mereka yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan 
yang tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Misalnya 
jumlah kebutuhan sepuluh, tetapi dia hanya mampu mendapatkan 
tidak lebih dari tiga, sehingga meskipun dia dalam keadaan sehat 
dia tergolong orang fakir.24  
  Seperti yang telah dijelaskan pada surat at-Taubah ayat 60, 
bahwasannya golongan pertama yang berhak menerima zakat 
adalah fakir dan miskin menunjukkan bahwa mereka adalah orang 
yang pertama diberikan saham berupa harta zakat oleh Allah. Hal 
ini menunjukkan, bahwa sasaran pertama zakat adalah 
menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat 
Islam. Oleh karena itu, al-Quran lebih mengutamakan golongan 
ini.25 
2) Orang miskin (al-masakini) 
  Kelompok ini merupakan kelompok kedua penerima zakat. 
Orang miskin merupakan orang yang mempunyai pekerjaan, tetapi 
penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat 
hidupnya. Seperti orang yang memerlukan sepuluh kebutuhan, 
tetapi penghasilannya hanya dapat digunakan untuk memenuhi 
                                                             
24  Fakhrudin, Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia.., hal 18 
25 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat…, hal.509 
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delapan dari kebutuhannya, hingga masih dianggap belum cukup 
dan belum baik dari segi makanan, pakaian, serta tempat 
tinggalnya. 
3) Panitia zakat (al-‘amil) 
  Panitia zakat adalah orang-orang yang berkerja memungut 
zakat. Dalam memilih panitia zakat ini diusahakan harus yang 
memiliki sifat kejujuran serta menguasai hukum zakat. Bagian 
yang diberikan kepada para panitia dikategorikan sebagai upah atas 
kerja yang telah dilakukannya. Meskipun dia orang kaya, akan 
tetapi tetap diberikan zakat karena mereka termasuk dalam 
golongan delapan asnaf.  
  Pentingnya keberadaan amil zakat diperjelas oleh Yusuf 
Qardawi, bahwasannya para amil zakat mempunyai berbagai 
macam tugas dan pekerjaan yang berhubungan dengan pengaturan 
soal zakat. Yaitu soal sensus terhadap orang-orang yang wajib 
zakat dan macam-macam zakat yang diwajibkan padanya. Juga 
besar harta yang wajib dizakati. Dan mengetahui para mustahik 
zakat, baik dari segi jumlah maupun kebutuhan-kebutuhan yang 
diperlukan oleh mustahik zakat. Sehingga amil digolongkan 
menjadi dua urusan pokok yaitu, urusan penghasil (pengumpul) 
zakat dan urusan pembagi zakat.26 
4) Mu’allaf yang perlu ditundukkan hatinya 
                                                             
26 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat…Hal.546 
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  Di antara orang-orang yang termasuk ke dalam kategori ini 
adalah orang–orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. 
Mereka diberi bagian dari zakat supaya niat mereka memasuki 
Islam menjadi kuat. Mereka terdiri dari dua macam yaitu Muslim 
dan kafir. Kelompok kafir terdiri dari dua macam, yaitu mereka 
yang diharapkan kebaikannya dapat muncul, dan orang-orang yang 
ditakuti kejelekannya. Sedangkan kelompok Muslim boleh 
diberikan zakat untuk menarik perhatian mereka dengan alasan 
yang baik, dan untuk memperluas agama Islam. 
5) Para budak  
  Para budak dalam hal ini adalah para budak Muslim yang 
telah membuat perjanjian dengan tuannya (al-mukatabun), hal ini 
diperbolehkan sebagaimana Firman Allah dalam QS. an-Nur ayat 
33. Sehingga dalam hal ini para budak yang telah membuat 
perjanjian untuk dimerdekakan dengan membayar sejumlah uang 
kepada tuannya akan tetapi, ia tidak memiliki sejumlah uang  
sehingga zakat diberikan kepada budak tersebut untuk membantu 
meringankan bebannya (menebusnya) sehingga ia dapat merdeka.  
6) Orang yang memiliki utang (Riqab) 
  Orang yang memiliki utang sehingga ia boleh untuk 
diberikan zakat adalah dengan kategori sebagai berikut; pertama, 
jika utang itu dilakukannya untuk kepentingan sendiri, dia tidak 
berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali dia orang yang 
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dianggap fakir. Kedua, apabila utang itu untuk kepentingan orang 
banyak yang berada di bawah tanggung jawabnya untuk menebus 
denda pembunuhan, atau menghilangkan barang orang lain dia 
boleh diberi bagian zakat meskipun dia itu kaya.  
7) Orang yang berjuang di jalan Allah (Fi sabilillah) 
  Yang termasuk ke dalam kelompok Fi sabilillah ini adalah 
mereka para pejuang yang berperang di jalan Allah secara suka rela 
tanpa mendapatkan bayaran. Sehingga mereka berhak untuk 
menerima zakat, tetapi meskipun mereka termasuk orang yang 
berjuang atau berperang di jalan Allah dan mendapatkan gaji maka 
mereka tidak boleh untuk menerima zakat.  
8) Orang yang sedang dalam perjalanan (Ibnu sabil) 
  Orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang 
yang berpergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik 
(tha’ah) tidak termasuk maksiat. Sebab dia diperkirakan tidak akan 
mencapai maksud tujuannya apabila tidak dibantu. Sehingga 
mereka ini dapat dibantu dengan diberi zakat. Adapun yang 
termasuk perbuatan baik (tha’ah) ini antara lain, ibadah haji, 
berperang di jalan Allah, dan ziarah yang dianjurkan.27 
e. Hikmah, tujuan dan manfaat mengeluarkan zakat 
 Hikmah disyariatkan zakat adalah sebagai berikut; 
                                                             
27 Ibid. hal. 280 
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1) Menyucikan jiwa manusia dari sifat keji, kikir, pelit, rakus, dan 
tamak. 
2) Membantu fakir miskin serta meringankan beban orang yang 
kesusahan dan kesulitan. 
3) Membiayai kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan 
kehidupan umat dan kebahagiaan mereka. 
4) Membatasi bertumpuknya kekayaan pada orang-orang kaya 
sehingga kekayaan tidak berkumpul pada golongan tertentu saja 
atau kekayaan hanya milik orang-orang kaya.  
Tujuan dan manfaat disyariatkan zakat adalah sebagai berikut; 
1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari 
kesulitan hidup dan penderitaan. 
2) Membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh orang yang 
berhutang, ibnu sabil, dan para mustahik lainnya. 
3) Membina tali persaudaraan sesama umat Islam. 
4) Menghilangkan sifat kikir dari pemilik harta. 
5) Membersihkan sifat dengki dan iri hati dari orang-orang yang 
miskin. 
6) Menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam 
masyarakat. 
7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang 
terutama yang memiliki harta. 
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8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan 
menyerahkan hak orang lain padanya. 
9) Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.28  
 
2. Urgensi Lembaga Pengelola Zakat  
Lembaga pengelola zakat atau dapat disebut sebagai oraganisasi 
pengelola  zakat merupakan himpunan sekelompok orang yang 
berkerjasama dalam sebuah wadah zakat untuk mencapai tujuan. Tujuan 
lembaga zakat sudah dapat dipastikan berbeda dengan tujuan lembaga 
lain pada umumnya.29 Salah  satu tujuannya yaitu untuk meningkatkan 
hasil guna dan daya guna dari masuknya dana zakat. Oleh karena itu, 
dana zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat 
Islam.30 
Secara umum,  keberadaan lembaga pengelola zakat, dimaksudkan 
untuk menstimulasi masyarakat agar memiliki kesadaran dalam 
menunaikan ibadah zakat dan meningkatkan fungsi dan peranan pranata 
keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan 
keadilan sosial. Sehingga fungsi dasar dari lembaga pengelola zakat antara 
lain yaitu31; mengumpulkan dana dari muzakki dan mendistribusikannya 
kepada mustahik, membina para muzakki agar tetap menjadi muzakki dan 
                                                             
28 Norvadewi, Optimalisasi Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia, 
dalam jurnal. Hal. 3 
29Muhammad dan Abu Bakar HM, Manajemen Organisasi Zakat. (Malang: Madani, 
2011), hal. 45 
30 Kementrian Agama RI, Direktorat Pemberdayaan Zakat. Tanya Jawab Zakat… hal.157 
31 Muhammad dan Abu Bakar HM, Manajemen Organisasi Zakat…, hal 46 
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membina fakir miskin agar menjadi muzakki, serta mendata semua 
kelompok masyarakat baik sebagai muzakki ataupun mustahik.  
Zakat yang dikelola oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang 
memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan. 
Keuntungan tersebut di antaranya32; pertama, untuk menjamin kepastian 
dan disiplin pembayar zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri 
para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat 
dari para muzakki. Ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas serta 
sasaran yang tepat dalam menggunakan harta zakat menurut skala prioritas 
yang ada pada suatu tempat. Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam, 
dalam penyelenggaraaan pemerintahan yang Islami. Karena apabila zakat 
diserahkan langsung kepada mustahik, meskipun secara hukum syariah 
adalah sah, akan tetapi di samping akan terabaikannya keempat hal di atas, 
juga hikmah serta fungsi zakat yang berkaitan dengan kesejahteraan umum 
akan sulit untuk diwujudkan.  
Zakat bukan hanya ekspresi ketundukan (taslim) seseorang sebagai 
simbol ketaatannya dalam melaksanakan ajaran agama, tetapi juga 
mengandung potensi sosial ekonomi. Sebagai dana keagamaan yang 
mengandung potensi ekonomi, zakat dapat menjadi sumber dana dan aset 
yang memiliki potensi dalam memberdayakan masyarakat. Potensi zakat 
sebagai sumber dana atau aset dapat tumbuh dan berkembang secara baik 
dan tepat sasaran apabila dikelola secara baik dan optimal sesuai dengan 
                                                             
32 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern,…, hal.126 
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kaidah-kaidah hukum dan konteks perkembangan sosial ekonomi yang 
dinamis.33 
Undang-undang Nomor  38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat 
menjadi batu sejarah zakat di Indonesia modern, pasalnya undang-undang 
ini berbasis sentralisasi dan kemitraan antara pemerintah dengan 
masyarakat sipil dalam mengelola zakat nasional. Dengan lahirnya 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini, 
secara drastis merubah rezim zakat nasional dengan mensentralisasi 
pengelolaan zakat nasional sepenuhnya oleh pemerintah melalui Badan 
Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang melaksanakan seluruh aspek 
pengelolaan zakat secara nasional dan meliputi fungsi regulator maupun 
fungsi operator.34 
Pengelolaan zakat, sebagaimana termuat dalam Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2011 diatur dengan dua model, yaitu: pertama, zakat 
dikelola lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Artinya, pemerintah 
memiliki wewenang dalam mengatur berbagai ketentuan mengenai 
pengelolaan zakat.  Akan tetapi, dalam pelaksanaannya pemerintah lebih 
memposisikan diri sebagai regulator dan fasilitator dalam rangka 
memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan dengan baik dan 
diperuntukkan demi kemaslahatan umat. 
Kedua, zakat dikelola lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. 
Untuk model yang kedua ini, masyarakat memiliki wewenang yang besar 
                                                             
33  Muhammad dan Abu Bakar HM, Manajemen Organisasi Zakat…, hal.41 
34 Yusuf Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia,(Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 
hal.113  
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untuk mengelola zakat, akan tetapi ia diharuskan berkoordinasi, 
melaporkan, dan siap dibina oleh pemerintah.35  Dua model Lembaga 
Pengelola Zakat tersebut diwujudkan menjadi;  
a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 
 Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang 
dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur masyarakat dan 
pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendayagunakan dan 
mendistribusikan zakat sesuai dengan ketentuan agama.36 
 Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Zakat, mendeskripsi Badan Amil Zakat Nasional atau 
BAZNAS merupakan "lembaga pemerintah nonstruktural yang 
bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui 
Menteri".37  
 Pengertian BAZNAS sedemikian rupa memiliki 3 (tiga) sifat 
dasar yang melekat padanya, yaitu: 1) Lembaga pemerintah 
nonstruktural, 2) Bersifat mandiri, dan 3) Bertanggung jawab kepada 
Presiden melalui Menteri. Artinya, BAZNAS sebagai lembaga 
pemerintah nonstruktural adalah, ia tidak termasuk dalam struktur 
organisasi kementrian ataupun lembaga pemerintah nonkementrian. 
Tetapi,  BAZNAS sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, 
sehingga pengangkatan kepala lembaga dilakukan secara langsung 
                                                             
35 Hamka, dkk. Standarisasi Amil Zakat di Indonesia,(Jakarta: Kementrian Agama RI, 
2013), hal. 45 
36Hamka, dkk, Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelola Zakat,(Jakarta: 
Kemenag RI, 2012),hal. 54 
37 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.  
39 
 
oleh Presiden, dan untuk pembiayaannya pun difasilitasi oleh 
pemerintah melalui anggaran negara.38  
 BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat yang memiliki 
tugas utama pengelolaan zakat secara nasional. Dalam rangka 
melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pengelola zakat nasional, 
BAZNAS mejalankan fungsi-fungsi utama, sebagaimana diatur dalam 
Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2011 adalah sebagai berikut39: 
1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan 
zakat. 
2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan 
zakat. 
3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan 
zakat; dan. 
4) Pelaporan  dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan 
zakat. 
  Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, 
BAZNAS memiliki standar dan kriteria yang telah ditentukan 
berdasarkan Undang-undang. Beberapa pasal dalam Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menetapkan 
standar kelembagaan BAZNAS, di antaranya40: 1) Dibentuk oleh 
pemerintah (pasal 5),  2) Memiliki dan menjalankan tugas 
kelembagaan yang jelas (Pasa17), 3) Memiliki struktur kelembagaan 
                                                             
38 Hamka, dkk, Standarisasi Ami Zakat di Indonesia,...,hal.  47 
39 Ibid. hal.  47 
40 Ibid. hal.  48 
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(Pasa18),  4) Memiliki masa kepengurusan yang jelas (pasa19), 5) 
Memiliki keanggotaan dengan kriteria yang sesuai dengan peraturan 
yang berlaku (Pasal 10), 6) Didukung oleh BAZNAS tingkat provinsi, 
tingkat Kabupaten/Kota (pasal 15).  
 Masing-masing standar kelembagaan BAZNAS tersebut harus 
memenuhi kriteria sebagai berikut41: Pertama, secara kelembagaan 
BAZNAS harus memenuhi kriteria: 1) Dibentuk oleh pemerintah, 2) 
Lembaga pemerintah nonstruktural, 3) Bersifat mandiri, 4) 
Bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri, 5)  Pelaporan 
dari pelaksanaan tugasnya diberikan kepada Presiden melalui Menteri 
dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI. 
 Kedua, memiliki dan menjalankan tugas kelembagaan yang 
jelas. Ketentuan ini dimuat dan diatur dalam pasal 7 UU Nomor 
23/2011. Tugas dan fungsi pengumpulan, pendistribusian, 
pendayagunaan harus dilakukan melalui mekanisme perencanaan, 
pelaksanaan dan pengendalian hingga pelaporan dan 
pertanggungjawabannya. Dalam melaksanakan tugas ini, BAZNAS 
dapat bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti kementerian, 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lembaga luar negeri sejauh 
dilakukan untuk kepentingan umat. 
 Ketiga, memiliki struktur kelembagaan. jika merujuk pada 
pasal 8 UU Nomor 23/2011, struktur kelembagaan tersebut mencakup 
                                                             
41 Ibid. hal. 45 
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beberapa kriteria, di antaranya: 1) Struktur organisasi BAZNAS 
dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua, 2) Memiliki 
jumlah keanggotaan sebanyak 11 (sebelas) orang, yang terdiri atas 8 
(delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (riga) orang dari unsur 
pemerintah.  
 Keempat, memiliki masa kepengurusan yang jelas. Setiap 
organisasi selalu memiliki masa kepengurusan sehinggaia dapat 
mengalami pergantian pengurus di masa-masa selanjutnya. Masa 
kepengurusan BAZNAS adalah: 1)  5 (lima) tahun, 2) Dapat dipilih 
kembali untuk satu kalimasa jabatan. 
 Kelima, keanggotan BAZNAS ditentukan berdasarkan 
beberapa kriteria sebagai berikut: 1) Anggota BAZNAS diangkat dan 
diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, 2)  Anggota BAZNAS 
terdiri dari unsur masyarakat yang terdiri dari unsur ulama, tenaga 
profesional, dan tokoh masyarakat Islam di mana pengangkatannya 
dilakukan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan DPR-RI, serta 
unsur pemerintah yang ditunjuk/diambil dari kementerian/instansi 
yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. 
 Keenam, BAZNAS yang berkedudukan di ibukota perlu 
didukung oleh BAZNAS tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota. 
Pembentukan BAZNAS pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota 
untuk mengelola zakat di masing-masing wilayah dan meringankan 
beban kerja dari BAZNAS. Di samping itu, koordinasi yang baik 
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antara BAZNAS di berbagai tingkatan akan membantu pemetaan 
warga masyarakat yang berstatus sebagai muzakki dan mustahik serta 
dapat dibuat skala prioritasnya. Menurut Pasal 15 UU Nomor 23/2011, 
disebutkan bahwa BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota 
dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan zakat di wilayahnya 
masing-rnasing. 
b. Lembaga Amil Zakat (LAZ)  
 Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat 
yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan 
pendayagunaan  zakat.42 Lembaga Amil Zakat dibentuk atas prakarsa 
masyarakat. Meskipun demikian, keberadaannya tetap mendapat 
pembinaan dan perlindungan dari pemerintah.43 
 Peran pemerintah dalam memberikan pengukuhan terhadap 
Lembaga Amil Zakat dapat dilakukan apabila LAZ telah memenuhi 
syarat. Pengukuhan tersebut dimaksudkan untuk memberikan 
perlindungan bagi masyarakat baik yang menjadi muzakki maupun 
mustahik.44 
 Syarat Lembaga Amil Zakat sebagai standar kelembagaan untuk 
dapat dikukuhkan oleh pemerintah apabila memenuhi kriteria sebagai 
berikut45; 
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1) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang 
mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial, artinya adalah 
sebagai Ormas nonpemerintahan yang bergerak di ketiga bidang 
tersebut. Ini, diharapkan agar lembaga-lembaga zakat lebih fokus 
melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di ketiga 
bidang tersebut serta lebih menonjolkan sifar nirlaba.  
2) Berbentuk lembaga berbadan hukum, sebagai lembaga pengelola 
zakat yang kegiatannya mengandung perbuatan hukum dengan 
menuntut pada kesungguhan dan kesesuaian dengan undang-
undang, maka semua lembaga yang kegiatannya mengelola zakat 
harus berbadan hukum untuk mendapatkan legalitasnya sebagai 
pengelola zakat.  
3) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS. Artinya BAZNAS sebagai 
koordinator lembaga yang diberikan wewenang oleh pemerintah 
untuk mengelola zakat secara nasional, maka LAZ perlu 
mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS. Rekomendasi tersebut 
untuk melihat dan mengenali tingkat kelayakan dan kepatuhan, 
baik secara hukum maupun secara sosial mengenai kapasitas 
untuk melakukan pengelolaan zakat. 
4) Memiliki pengawas syariat. Pengawas syariat dalam hal ini 
adalah pihak yang diberikan tugas untuk mengkaji, meneliti, dan 
menilai apakah pengelolaan zakat telah berpedoman pada syariat.  
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5) Memiliki kemampuan teknis, administratif,  dan keuangan untuk 
melaksanakan kegiatannya. Sebagai lembaga publik yang 
mengelola zakat masyarakat muslim. Maka prinsip-prinsip 
administrasi modern harus dikuasai untuk menjamin akuntabilitas 
dan transparansi pengelolaannya. Akuntabilitas dan transparansi 
tersebut dapat menjadi meningkatkan kepuasan muzakki sehingga 
akan selalu menjadi sumber zakat.  
6) Bersifat nirlaba. Ketentuan dalam adanya sifat bahwa lembaga 
pengelola zakat harus bersifat nirlaba ini untuk mencegah 
penyimpangan pendayagunaan zakat kearah Profit-oriented. 
program pemberian zakat kepada mustahik bersifat hibah dan 
tidak dapat dianggap sebagai pinjaman modal sebagaimana 
praktik pada lembaga keuangan konvensional, dan tidak dapat 
dialihkan sebagai kapital oleh lembaga zakat untuk tujuan 
mencari keuntungan. Karena pada adasarnya program kegiatan 
yang dilakukan lembaga pengelola zakat harus berdasarkan tujuan 
kemaslahatan.  
7) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi 
kesejahteraan umat. Pendayagunaan merupakan upaya untuk 
memperluas manfaat zakat demi kemaslahatan umat. Sedangkan 
program sebagai rumusan yang terarah dan pedoman kerja LAZ 
dalam rangka mendayagunakan zakat. program ini, dapat 
dituangkan dalam tiga arah yaitu; program yang ditujukan untuk 
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meningkatkan kesadaran serta memotivasi muzakki untuk 
berzakat, proram yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas 
pengelola (amil), dan program yang ditujukan untuk 
mengentaskan kelompok mustahik.  
8) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala. Audit 
dalam hal ini adalah kegiatan untuk memeriksa program, kegiatan 
dan keuangan LAZ. Dilakukannya audit bertujuan untuk 
memastikan akuntabilitas pengelolaan zakat yang sesuai dengan 
prinsip-prinsip syariat, karena harta zakat yang telah berhasil 
dikumpulkan merupakan harta masyarakat sehingga harus 
dimanfaatkan pula untuk kepentingan masyarakat.  
 Dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Zakat yang menyatakan di salah satu pasalnya bahwa 
BAZNAS sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara 
nasional, maka peran serta masyarakat dalam pengelolaan zakat 
nasional melalui LAZ kini hanya merupakan aktivitas membantu 
BAZNAS. Karena BAZNAS mendapat penguatan dan dukungan 
secara penuh dari pemerintah dan di sisi lain, operator bentukan 
masyarakat sipil atau LAZ mendapatkan perlakuan yang sebaliknya.46 
Sehingga dapat dikatakan bahwa eksistensi keberadaan LAZ 
diturunkan hanya sekedar membantu BAZNAS. Pendiriannya pun 
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diharuskan memenuhi persyaratan yang sangat ketat dan wajib 
melakukan pelaporan secara berkala ke BAZNAS.  
 Namun, pendangan lain menyatakan, jika dibandingkan dengan 
BAZ, LAZ lebih berhasil dalam memanfaatkan peluang Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2011, karena tiga faktor, yaitu:47 
 Pertama, LAZ lebih relatif terbebas dari birokrasi dan 
kepentingan politik pemerintahan. Sementara BAZ terjebak di antara 
kepentingan politis aparatur pemerintahan. Kondisi ini menyulitkan 
BAZ dalam memanfaatkan peluang. Mekanisme penyesuaian SDM di 
LAZ dapat dilakukan kapan saja menyesuaikan kesempatan dan 
hambatan yang muncul, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan 
oleh BAZ. Dan kewenangan dalam operasional LAZ ditentukan oleh 
sedikit orang sehingga dapat secara cepat untuk dilakukan. Sedangkan 
BAZ masih harus mengakomodasi kepentingan politis di luar 
organisasinya.  
 Kedua, LAZ tidak dapat bergantung kepada siapapun kecuali 
dirinya, sehingga hal ini menjadikan pengelola LAZ tampil lebih 
agresif dalam menjamin keberlangsungan organsisasi dan program-
programnya. Dan pada kenyataannya mendorong pengelola untuk 
lebih kreatif, adaptif menyesuaikan diri dengan kebutuhan donaur, dan 
mengembangkan pola komunikasi yang lebih produktif. Sementara itu, 
secara keseluruhan BAZ melihat pegawai negeri sipil sebagai 
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marketnya.  Dengan dukungan instruksi vertikal kepala daerah, BAZ 
lebih fokus pada segmennya dengan tingkat kritis yang lebih tidak 
ketara.  
 Ketiga, adalah kepercayaan publik, BAZ berangkat dari posisi 
yang lebih sulit dibandingkan dengan LAZ. Pengelolaan sebelum UU 
23/2011 dilahirkan tidak segera dapat dihapus dari benak donatur 
secara keseluruhan. Ketika informasi telah sangat baik, edukasi juga 
sama baiknya, kesadaran yang timbul berhadapan dengan citra masa 
lalu. Dan meskipun telah memperbaiki kinerja, label pemerintah pada 
BAZ tetap menimbulkan tantangan tersendiri. Berbeda dengan LAZ 
yang lebih dapat menampakkan citra yang baik terhadap masyarakat 
dengan segala program yang telah berhasil dilakukan. Dengan 
merubah wajah pengelola zakat, infak dan sedekah tidak hanya dari 
sisi manajemen akan tetapi, juga interaksi kepada masyarakat melalui 
layanan muzakki dan program pendistribusian yang lebih nyata dan 
merata.  
c. Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah 
 Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 
Pengelolaan  Zakat  dijelaskan bahwa pengelolaan zakat merupakan 
kegiatan perencananaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam 
pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dan 
pengelolaan zakat  harus berasaskan pada ; syariat Islam, amanah, 
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kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan 
akuntabilitas. 
 Pengelolaan zakat mempunyai dua tujuan yaitu48: pertama, 
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan 
zakat. Kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. 
 Selain kedua tujuan tersebut, hal yang harus dicapai sebagai 
indikator keberhasilan sistem pengelolaan zakat sebagaimana yang 
diungkapkan oleh Ketua Umum Forum Zakat Nur Efendi.49 
Kepatuhan (compliance) lembaga zakat pada peraturan 
ketentuan undang-undang menjadi salah satu indikator 
keberhasilan pengembangan sistem pengelolaan zakat. Karena 
itu, legalitas  lembaga zakat menjadi penting untuk diperoleh. 
Selain itu, peningkatan pengumpulan zakat dan pemerataan 
distribusi zakat kepada yang berhak menerima juga menjadi 
salah satu faktor penentunya. Selain itu, indikator keberhasilan 
pengelolaan zakat juga digambarkan dari hasil (output) 
pengentasan kemiskinan melalui dana zakat dan penguatan 
kemitraan strategis antar semua stake holder perzakatan di 
pusat dan daerah.  
 
 Nur Efendi juga menegaskan bahwa “kepercayaan masyarakat 
yang semakin meningkat terhadap lembaga pengelola zakat untuk 
tetap dijaga dan jangan sampai redup”. Hal ini tentu saja akan 
berhubungan dengan eksistensi sebuah lembaga pengelola zakat. Oleh 
karena itu, dalam mewujudkan tujuan pengelolaan zakat yang sesuai 
dengan Undang-undang, maka fungsi pengelolaan dalam hal ini harus 
dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang pula. Di antara fungsi 
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pengelolaan zakat yaitu pengumpulan, pendistribusian serta 
pendayagunaan.  
1) Pengumpulan 
 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengumpulan 
berasal dari kata dasar “kumpulan” yang berarti sesuatu yang telah 
dikumpulkan, himpunan, kelompok, sedangkan pengumpulan 
sendiri mempunyai arti mengumpulkan atau penghimpunan.50 
Jadi, pengumpulan zakat dapat diartikan sebagai kegiatan 
mengumpulkan atau menghimpun dana zakat, dalam hal ini 
sebagai kegiatan lembaga pengelola zakat, maka bukan hanya 
dana zakat saja yang dikumpulkan akan tetapi juga dana infak dan 
sedekah.  
 Pengumpulan zakat didasarkan pada firman Allah dalam 
surat at-Taubah ayat 103.51 
   
  
  
   
     
    
    
 Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan 
zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan  mereka dan 
mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu 
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(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha 
mendengar lagi Maha mengetahui. 
 
  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pada BAB I pasal (1) 
menjelaskan bahwa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan 
organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu 
pengumpulan zakat di setiap instansi. Selanjutnya untuk pasal (2) 
disebutkan pengumpulan zakat meliputi; zakat mal dan zakat fitrah. 
Zakat mal teridiri dari; 1) Emas perak, dan logam mulia lainnya, 2) 
Uang dan surat berharga, 3) Perniagaan, 4) Pertanian, perkebunan 
dan kehutanan, 5) Peternakan dan perikanan, 6) Pertambangan, 7) 
Perindustrian, 8) Pendapatan dan jasa, dan 9) Rikaz.52 
    Sebagai ketentuan dalam pelaksanaan pengumpulan zakat 
pada lembaga pengelola zakat baik dalam kategori BAZNAS 
ataupun LAZ, harus dapat memberikan pelayanan dengan baik 
kepada muzakki dalam menyalurkan zakatnya. Seperti bersedia 
untuk menghitungkan jumlah zakat yang harus dibayarkan 
muzakki, dan memberikan bukti setoran zakat kepada setiap 
muzakki yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan 
kena pajak.  
2) Pendistribusian dan Pendayagunaan  
  Pendistribusian zakat dalam Undang-Undang  Nomor 23 
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 25 (1) dijelaskan 
bahwa “zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai 
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dengan syariat Islam”. Kemudian pada Pasal 26 dijelaskan bahwa: 
“pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan prinsip pemerataan, 
keadilan, dan kewilayahan”.53 
  Pendistribusian adalah suatu kegiatan penyaluran/ 
pembagian/ pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada 
orang atau beberapa tempat.54 Dalam dunia zakat, pendistribusian 
dapat dikatakan pula sebagai pentasyarufan, jadi pentasyarufan 
dana zakat, infak, dan sedekah merupakan penyaluran dana zakat, 
infak, dan sedekah kepada yang berhak menerimanya baik secara 
konsumtif maupun secara produktif. Di dalam surat at-Taubah ayat 
60 disebutkan delapan kategori kelompok yang berhak menerima 
zakat (mustahiq).  
   Sedangkan pendayagunaan berasal dari kata “daya dan 
guna” yang berarti kemampuan dan manfaat, adapun pengertian 
pendayagunaan menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah55; 
pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, dan 
pengusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan 
tugas dengan baik. Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan 
dana ZIS  adalah bagaimana cara mendatangkan hasil dan manfaat 
yang lebih besar serta lebih baik dari terkumpulnya dana zakat, 
infak dan sedekah.  
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   Dalam undang-undang dijelaskan bahwa zakat dapat 
didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan 
fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Dengan catatan 
pendayagunaan dapat dilakukan apabila kebutuhan dasar seperti 
sandang, papan dan pangan para mustahik disuatu daerah tersebut 
telah tercukupi.  
 Tantangan terbesar dari optimalisasi zakat adalah 
bagaimana cara untuk dapat mendistribusikan dana 
mendayagunakan dana zakat secara merata, tepat guna, dan tepat 
sasaran. Dapat merata yaitu pendistribusian harus diusahakan 
untuk dapat menjangkau semua wilayah di mana zakat tersebut 
dikumpulkan. Tepat guna berkaitan dengan program 
pendayagunaan yang mampu menjadi solusi terhadap problem 
kemiskinan. Sedangkan tepat sasaran berkaitan dengan mustahik 
penerima dana zakat. Dalam konteks Indonesia dengan jumlah 
penduduk miskin yang besar sekitar 40 juta jiwa, maka dalam hal 
ini fakir miskin menempati prioritas pertama sebagai penerima 
zakat.56 
 Sejarah pendayagunaan zakat telah dimulai pasca UU 
Nomor 38 Tahun 1999, bahwa zakat nasional telah mengalami 
transformasi signifikan yang ditandai oleh beberapa fenomena. 
Fenomena tersebut salah satunya adalah revitalisasi, inovasi, dan 
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diservikasi program pendayagunaan zakat untuk kesejahteraan 
umat. Memahami bahwa fenomena kemiskinan kontemporer 
Indonesia umumnya merupakan kemiskinan struktural, maka 
kecenderungan pendayagunaan dana zakat oleh lembaga amil 
berfokus pada program-program pembangunan dan 
pemberdayaan.57 
 Sedikit contoh program pendayagunaan zakat telah 
berhasil dilakukan oleh Dompet Dhuafa yang telah mampu 
menjangkau kelompok miskin di penjuru wilayah tanah air dengan 
beberapa program di antaranya; program ternak puyuh di Desa 
Cirea-Kuningan; lahan pertanian bebas pestisida di Desa Cibury-
Bogor; teknologi dan permodalan pertanian di Banyu Asin-
Sumatera Selatan; Lumbung Jagung di NTT; pembangunan 
gedung SMA di Bangai Kepulauan; pembebasan lahan untuk 
pemukiman baru Muslim Suku Abun di Kampung Klamulu-
Sorong Papua; dan pembelian kapal laut di Adonara, Flores 
Timur.58 
Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial yaitu sebagai 
sarana saling berhubungan antar sesama manusia terutama antara 
orang kaya dan miskin, karena sebenarnya dana zakat dapat 
dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi masalah kemiskinan 
yang hingga sekarang masih sebagai masalah sosial dalam 
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kehidupan masyarakat. Supaya dana zakat yang disalurkan itu 
dapat berdaya guna, maka seharusnya pemanfaatannya harus 
selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif, dengan 
memperhatikan model-model pendistribusian zakat sebagai 
berikut59: 
a) Konsumtif tradisional, yaitu dana zakat dibagikan kepada 
mustahik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar 
pangan sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa 
beras dan uang kepada fakir miskin setiap menjelang hari 
raya idul fitri dan pembagian zakat mal secara langsung 
diberikan kepada fakir miskin. Dengan catatan mustahik 
sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau 
mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka 
pendek dalam mengatasi permasalahan umat. 
b) Konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk 
barang konsumtif yang digunakan untuk membantu orang 
miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi 
yang dihadapinya. Bantuan tersebut dapat dirupakan seperti 
alat-alat sekolah dan beasiswa, bantuan sarana ibadah, 
bantuan alat pertanian untuk para petani, dan gerobak untuk 
pedagang. 
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c) Produktif konvensional, yaitu zakat diberikan dalam bentuk 
barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan 
barang-barang tersebut, para mustahik dapat menciptakan 
suatu usaha, seperti bantuan ternak, alat pertukangan, mesin 
jahit dan sebagainya.  
d) Produktif kreatif,  yaitu zakat yang diwujudkan dalam 
bentuk pemberian modal bergulir baik untuk permodalan 
proyek sosial seperti pembangunan sekolah, sarana 
kesehatan, tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha 
untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para 
pedagang kecil.  
Merujuk pada mekanisme pendistribusian sebagaimana 
yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 
2011 tentang Pengelolaan Zakat dan berdasarkan  syariat ajaran 
Islam, bahwa pendistribusian zakat dilakukan dengan beberapa 
ketentuan, di antaranya60:  
a) Mengutamakan distribusi domestik, yaitu distribusi zakat 
kepada masyarakat  setempat atau masyarakat lokal di mana 
zakat terkumpulkan sebelum mendistribusikan ke wilayah 
lainnya. 
b) Pendistribusian secara merata dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
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Didistribusikan kepada seluruh golongan yang 
berhak menerima zakat jika pengumpulan zakat dapat 
mencapai jumlah yang melimpah. 
1) Pendistribusiannya menyeluruh kepada delapan 
golongan yang telah ditetapkan. 
2) Apabila didapati hanya terdapat beberapa golongan saja 
yang membutuhkan penanganan secara khusus dari 
delapan asnaf, maka diperbolehkan untuk memberikan 
semua bagian zakat kepada beberapa golongan tersebut. 
3) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan 
pertama yang menerima zakat.  
c) Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima 
zakat. Zakat baru dapat diberikan setelah adanya keyakinan 
dan juga kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang 
berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal 
tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di 
lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaan 
penerima zakat yang sebenarnya.  
  Pendistribusian zakat dengan memperhatikan hal di atas, 
atau pendistribusian zakat secara konsumtif, yang secara langsung 
untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari maupun sekedar 
mengatasi persoalan ekonomi mustahik memang dinilai sulit untuk 
mencapai tujuan pengelolaan zakat. Penyebabnya adalah orientasi 
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distribusi zakat secara konsumtif tersebut lebih sekedar untuk 
memenuhi kebutuhan peningkatan sumber daya manusia secara 
minimal.  Pendistribusian model ini, hanya tepat dilakukan dalam 
kondisi yang mendesak, yaitu pada saat mustahik membutuhkan 
pemecahan masalah ekonomi serta tidak dapat menunggu waktu 
lama.  
  Akan tetapi, pada faktanya pendistribusian zakat yang 
terjadi di masyarakat lebih didominasi cara pendistribusian zakat 
secara konsumtif, yaitu pendistribusian secara langsung dalam 
rangka memberikan zakat pada waktu yang telah ditentukan. Hal 
ini dikarenakan jumlah masyarakat kurang mampu disuatu daerah 
rata-rata masih tinggi dan pemerintah belum mampu menuntaskan 
masalah kemiskinan tersebut.  Sehingga dana zakat yang 
terkumpul didistribusikan kepada fakir miskin secara konsumtif. 
   Namun demikian, pengelolaan ZIS oleh suatu lembaga 
pemerintah setidaknya dapat merangsang muzakki, bahwa ZIS 
yang dikelola oleh pemerintah dapat memberikan dampak positif 
bagi muzakki maupun mustahik. Yusuf Qardhawi mengatakan 
bahwa pendistribusian zakat oleh pemerintah memiliki manfaat 
yaitu61: 
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a) Menjamin ketaatan pembayaran, 
b) Menghilangkan rasa rikuh dan canggung yang mungkin 
dialami oleh mustahiq ketika berhubungan dengan muzakki, 
c) Mengefidienkan dan mengefektifkan pengelolaan dana zakat, 
d) Alasan caesoropapisme yang menytakan ketidakpastian antara 
agama dan negara, karenanya zakat juga termasuk urusan 
pemerintahan. 
Pada sisi lain Hidayat Syarief menyatakan bahwa, 
beberapa manfaat yang dapat dipetik dari pendistribusian dan 
pendayagunaan zakat oleh pemerintah untuk pemberdayaan 
ekonomi rakyat antara lain62:  
a) Dana yang disalurkan tidak akan habis sesaat tetapi akan terus 
mengalir dan bergulir sehingga mempunyai dampak yang luas 
(Multiplier effect) terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. 
b) Banyak kalangan yang tergolong ekonomi lemah terbantu 
sehingga lambat laun taraf dan harkat kehidupannya akan 
meningkat sehingga beban sosial masyarakat menjadi 
berkurang. 
c) Umat Islam akan berlomba mengeluarkan zakat dengan cepat 
(Fastabikul Khairat) sehingga dana zakat yang terkumpul 
semakin bertambah banyak. 
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d) Melalui institusi zakat (pemerintah) harta dan kekayaan 
didistribusikan secara adil dan meluas kepada kelompok 
masyarakat yang membutuhkan bantuan.  
 
3. Teori Kemitraan 
a. Pengerian Kemitraan  
Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata 
partnership, dan berasal dari akar kata partner. Partner dapat 
diterjemahkan sebagai “pasangan, jodoh, sekutu atau kompanyon”. 
Sedangangkan partnership diterjemahkan  menjadi persekutuan atau 
perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai 
sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang 
membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa 
saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan 
kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, 
sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.63 
Menurut Dr. Muhammad Jafar Hafsah, dalam bukunya 
Kemitraan Usaha mengatakan bahwa, “Kemitraan adalah suatu 
strategi bisnis yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dalam 
jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan 
prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena 
kemitraan merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan 
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sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan di antara yang menjalin 
mitra dalam  menjalankan etika bisnis.64 
Sink (1998) menjelaskan kerjasama kolaboratif atau kemitraan 
sebagai “sebuah proses dimana organisasi-organisasi yang memiliki 
suatu kepentingan terhadap satu masalah tertentu berusaha mencari 
solusi yang ditentukan secara bersama dalam rangka mencapai tujuan 
yang mereka tidak dapat mencapainya secara sendiri-sendiri”. Dengan 
menggunakan konsep yang sederhana ini maka kerjasama antara 
organisasi publik dan lembaga non-pemerintahan yang bersifat 
kolaboratif memiliki beberapa ciri antara lain yaitu: kerjasama bersifat 
sukarela, masing-masing pihak mempunyai kedudukan yang setara, 
masing-masing juga mempunyai otonomi dan kekuasaan untuk 
mengambil keputusan secara independen walaupun mereka sepakat 
untuk tunduk pada kesepakatan bersama, dan para pihak yang 
berkerjasama memiliki tujuan yang transformasional atau memiliki 
keinginan untuk meningkatkan kapasitas sistematik dengan 
menggabungkan sumberdaya yang mereka kuasai (Gray & Wood, 
1991).65 
Sedangkan dalam Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah 
Nomor: 44 Tahun 1997 dalam Pasal 1 menyatakan bahwa66: 
“Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha 
                                                             
64  http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php)ind/article/viewFile.  
65 Agus Dwiyanto. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan 
Kolaboratif.(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.2011). hal.251 
66  Hukum online.com Diakses Pada 14/12/2017 Pukul 20.37 Wib.  
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Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan 
pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan 
memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan 
saling menguntungkan”. 
Kemitraan pada esensinya dikenal sebagai istilah gotong royong 
atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun 
kelompok, untuk mencapai tujuan tertentu. Dan pada dasarnya 
dilakukannya kemitraan adalah untuk dapat memberikan akses yang 
seluas-luasnya dalam menjalin sebuah hubungan kerjasama.   
Kemitraan dapat dibentuk apabila memenuhi persyaratan 
sebagai berikut67; 1) ada dua pihak atau lebih, 2) memiliki kesamaan 
visi dalam mencapai tujuan, 3) adanya kesepakatan dan, 4) adanya 
rasa saling membutuhkan. Sehingga tujuan terjadinya suatu kemitraan 
adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan saling 
memberikan manfaat antara pihak yang bermitra. Dengan demikian 
dalam menjalin kemitraan hendaknya memberikan keuntungan kepada 
pihak-pihak yang bermitra, dan bukan sebaliknya yaitu ada suatu 
pihak yang dirugikan atau merugikan.  
Untuk terjadinya sebuah kemitraan yang kuat dan saling 
menguntungkan serta memperbesar manfaat memerlukan komitmen 
yang seimbang antara satu dengan yang lainnya. Kemitraan dapat 
dilakukan oleh pihak-pihak baik perseorangan maupun badan hukum, 
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atau kelompok-kelompok. Adapun pihak-pihak yang bermitra tersebut 
dapat memiliki status yang setara, memiliki kesamaan misi atau misi 
yang berbeda tetapi saling mengisi atau melengkapi secara fungsional. 
Dengan mempertimbangkan permasalahan tersebut.68 
b. Model-model  Kemitraan  
Kemitraan dapat dibedakan menjadi beberapa model, di 
antaranya yaitu69; 
1) Pseudo partnership atau kemitraan semu, merupakan sebuah 
persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak 
sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan 
lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara 
benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk 
apa itu semua dilakukan dan disepakati.  
2) Mutualism partnership atau kemitraan mutualistik, merupakan 
persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari 
aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling 
memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga 
akan dapat mencapai tujuan secara lebih optimal.  
3) Conjugation partnership atau kemitraan melalui peleburan dan 
pengembangan, maksudnya adalah organisasi, agen-agen, 
kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan di 
dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organsasi dapat 
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melakukan kemitraan dalam model ini. Dengan melakukan 
konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-
masing.  
Adapula model kemitraan lain yang dikembangkan atas dasar 
azas kehidupan organisasi pada umumnya.  Berdasarkan pengamatan 
yang dilakukan atas fenomena-fenomen hubungan kerjasama antar 
organisasi adalah mencakup70; 
1)  Subordinate union of partnership atau kemitraan atas dasar 
penggabungan dua pihak atau lebih yang berhubungan, 
merupakan kemitraan yang terjadi antara dua pihak atau lebih 
yang memiliki status kemampuan atau kekuatan yang tidak 
seimbang satu sama lain. dengan demikian hubungan yang 
tercipta tidak berada dalam suatu garis lurus, melainkan berada 
pada hubungan atas-bawah, kuat-lemah dan sebagainya.  
2) Linier  union of partnership atau kemitraan dengan penggabungan 
pihak-pihak secara linier atau garis lurus, merupakan pihak-pihak 
yang memiliki persamaan secara relatif. Kesamaan tersebut dapat 
berupa tujuan, atau misi, besaran atau volume usaha atau 
organisasi, status atau legalitas.  
3) Linier  collaborative of partnership atau kemitraan dengan 
melalui kerjasama secara linier. Dalam konteks kemitraan ini, 
tidak membedakan besaran atau volume, status/legalitas, atau 
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kekuatan para pihak yang bermitra. Yang ditekankan adalah visi 
dan misi yang saling mengisi satu dengan yang lainnya. 
Meskipun sering terjadi perdebatan tentang permasalahan 
mengenai model apa yang sebaiknya dikembangkan dalam sebuah 
kemitraan, visi serta misi apa yang dibentuk dalam menjalankan 
sebuah kemitraan. Terlepas dari itu, tidak dapat dipungkiri bahwa 
kemitraan merupakan suatu kebutuhan yang pasti dialami oleh setiap 
perseorangan maupun organisasi. Namun, hal tersebut dapat 
ditumpaskan mengingat manfaat yang berlipat jika dalam melakukan 
kemitraan di dasarkan pada sebuah prinsip kerjasama yang saling 
menghargai dan menjunjung tinggi nilai kemanfaatan.  
c. Membangun Kemitraan pada Lembaga Pengelola Zakat  
Kemitraan yang merupakan jalinan kerjasama antara pihak-
pihak yang terikat sebuah kepentingan dan tujuan tertentu jika 
dikaitkan dengan tema zakat, maka kemitraan ini menjadi hal yang 
perlu dilakukan oleh pengelola zakat guna memaksimalkan perannya 
dalam pengelolaan zakat.  
Kemitraan dalam  pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan yang 
dapat meningkatkan kemampuan suatu kegiatan agar menjadi tangguh 
dan mandiri melalui pemanfaatan sebagian dana zakat berupa zakat 
produktif yang diberikan dalam bentuk pemberian modal usaha.71 
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Dalam menjalin sebuah kemitraan pada pengelolaan zakat 
tentunya tidak hanya terbatas pada program pengumpulan dana zakat, 
melainkan juga dapat  dilakukan pada program pendistribusian dan 
pendayagunaan dana zakat. Ketiga hal tersebut menjadi satu kesatuan 
dalam mengelola dana zakat pada  sebuah lembaga pengelola zakat. 
Jadi sebagai lembaga pengelola zakat hendaknya mampu menjalin 
kemitraan atau kerjasama dengan lembaga mitra pengumpulan, 
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.  
Kemutlakan perlunya persinergi dalam pengelolaan dana zakat, 
infak dan sedekah khusunya di Indonesia dikuatkan dengan kondisi 
Indonesia yang permasalahan kemiskinannya sangat komplek, 
cakupan wilayahnya yang sangat luas dengan budaya yang berbeda-
beda. Sehingga sinergi lembaga pengelola zakat dengan mitranya 
sangat diharapkan dapat membantu tercapainya tujuan utama lembaga 
zakat dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.  
Dalam hal pengumpulan zakat, khususnya BAZNAS sebagai 
lembaga yang melakukan pengelola zakat secara nasional dapat 
menjalin hubungan kemitraan dengan membentuk Unit Pengumpul 
Zakat (UPZ) pada beberapa instansi dan lembaga pemerintahan serta 
lembaga nonpemerintahan. Beberapa instansi yang dapat dibentuk 
UPZ di antaranya yaitu; BUMN, BUMD, Kementrian, PEMDA, 
Bank, Perusahaan, dan Departemen Store.72  
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Tujuan dibentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada 
dasarnya dimaksudkan untuk memberikan akses yang seluas-luasnya 
kepada masyarakat dalam menyelurkan zakat, infak, dan sedekah. 
Potensi ZIS yang tinggi dan belum dapat tergali secara maksimal 
dimungkinkan karena terbatasnya akses masyarakat dalam 
menyalurkan zakatnya melalui lembaga. Oleh karena itu, dibutuhkan 
suatu terobosan oleh setiap lembaga pengelola zakat untuk sebisa 
mungkin mendirikan unit-unit pengumpulan zakat yang secara mudah 
dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat.  
Untuk mendirikan UPZ pada sebuah instansi terdapat beberapa 
prosedur yang harus dipenuhi, di antaranya yaitu73; 
1)  Instansi mengajukan permohonan pembentukan UPZ kepada 
BAZNAS. 
2) BAZNAS melakukan evaluasi dan seleksi yang dapat dilakukan 
baik berdasarkan data maupun dengan melakan kunjungan. 
3) Berdasarkan hasil evaluasi, apabila UPZ sesuai dengan kriteria 
BAZNAS, maka BAZNAS akan memberikan Surat Keputusan 
Pengukuhan UPZ BAZNAS kepada instansi tersebut. 
4) Setelah Suran Pengukuhan UPZ Mitra dilanjutkan dengan 
Perjanjian Kerjasama BAZNAS dengan UPZ Mitra.  
Selain dalam hal pengumpulan zakat, kemitraan juga dapat 
dilakukan dengan lembaga lain dalam hal pendistribusian dan 
                                                             
73  Ibid. hal. 77 
67 
 
pendayagunaaan dana zakat. Dengan menjalin sebuah kerjasama yang 
mempunyai tujuan yang sama, dan saling membantu. Maka akan 
dapat tercapainya sebuah program dengan tepat dan baik.  
Dalam hal pendistribusian dan pendayagunaan zakat, tentunya 
bertujuan agar dana zakat yang berhasil dihimpun dapat disalurkan 
dengan tepat sasaran, dan tepat guna. Tepat sasara artinya, dana zakat 
didistribusikan kepada para mustahik secara tepat sesuai dengan yang 
disyariatkan oleh agama Islam. Kemudian tepat guna, artinya dana 
zakat yang akan didayagunakan melalui program lembaga pengelola 
zakat dapat menjadi solusi terhadap problem kemiskinan.  
 Untuk mencapai kedua hal tersebut, tentunya lembaga pengelola 
zakat akan kesulitan tanpa membuat jalinan kerjasama atau kemitraan 
dengan lembaga maupun kelompok lain. Mengingat dalam hal 
kemiskinan, yang begitu rumit dan membutuhkan pendekatan dalam 
multisektor untuk menuntaskannya. Meskipun pada dasarnya 
kemitraan yang dilakukan dalam pengelolaan zakat ditekankan pada 
fungsi pengumpulan dan pendayagunaan.  
Tujuan kemitraan pengelolaan zakat yang meliputi fungsi 
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara umum 
di antaranya74;  
1) Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan mustahik melalui 
pendayagunaan dana ZIS yang terkumpul. 
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2) Penumbuhan iklim usaha mustahik yang mendukung bagi 
pengembangan usaha kecil yang telah menjadi mitra dalam  
pengelolaan zakat. 
3) Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan. 
4) Meningkatkan perilaku pendistribusian dan pemberdayaan 
mustahik dan pelaku usaha kecil dalam wilayah yang menjadi 
binaan.  
5) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan 
nasional. 
6) Sebagai “win-win solution partnership” sebagai kesadaran saling 
menguntungkan. Pada kemitraan ini tidak berarti para partisipan 
harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi 
essensi dan lebih utama adalah adanya posisi tawar yang setara 
berdasarkan peran masing-masing. 
7) Meningkatkan hasil pengumpulan ZIS baik sekala lokal maupun 
internasional.  
  
B. Penelitian Terdahulu  
Perlunya untuk memahami penelitian terdahulu adalah sebagai awal 
pemikiran peneliti dalam menyusun skripsi ini melalui penelusuran topik-
topik permasalahan yang mempunyai kesamaan dengan penelitian yang 
sedang dilakukan oleh peneliti.  
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Penelitian yang berkaitan dengan pendistribusian zakat sebagai salah 
satu dari fungsi pengelolaan zakat antara lain ditulis oleh Krisna Amelia 
Yuniar, dengan judul “Optimalisi Pengelolaan Zakat dan Efektifitas Amil 
Terhadap Peningkatan Perolehan dana ZIS di BAZNAS Tulungagung”75. 
Mahasiswi IAIN Tulungagung Jurusan Ekonomi Syariah. Skripsi ini, meneliti 
tentang fenomena pengumpulan dana ZIS di BAZNAS Tulungagung yang 
setiap tahun mengalami peningkatan. Sebagai upaya untuk menjaga stabilitas 
keuangan lembaga sehingga peneliti melakukan penelitian mengenai 
optimalisasi  pengelolaan ZIS di BAZNAS Tulungagung. Penelitian  ini 
dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama 
membahas mengenai optimalisasi pengelolaan dana zakat, dan perbedaannya 
adalah jika pada penelitian ini terfokus pada upaya pengumpulan, berbeda 
dengan yang sedang dilakukan peneliti yaitu terfokus pada bidang 
pendistribusian.  
Penelitian lainnya ditulis oleh Sulha, dengan judul “Optimalisasi 
Manajemen Zakat Lembaga Amil Zakat Desa Bonto Bulaeng Kecamatan 
Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa”.76 Dalam penelitian ini berisi 
bagaimanakah pentingnya pengoptimalan manajemen dan penerapan fungsi-
fungsi manajemen zakat di Desa Bontobulaeng Kecamatan Bulukumpa. 
Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan yang peneliti sedang lakukan 
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yaitu sama-sama membahas mengenai optimalisasi kinerja pengelola zakat 
dan perbedaannya yaitu apabila pada penelitian ini terfokus pada optimalisasi 
manajemen dan pada penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti ini 
terfokus pada optimalisasi pendistribusian.  
Selanjutanya, penelitian ditulis oleh Nana Permana, dengan judul 
“Optimalisasi Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Sedekah di LAZIZ NU 
Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Kabupaten Banyumas”.77 Skripsi 
ini dilatarbelakangi oleh kegiatan LAZIZ NU dengan mengumpulkan, 
mendistribusikan dan mendayagunakan dana ZIS secara produktif dan 
dianggap berbeda dengan LPZ pada umumnya yang kebanyakan masih secara 
konsumtif dalam hal pendistribusiannya. Oleh karena itu peneliti melakukan 
penelitian mengenai optimalisasi pendayagunaan dana ZIS yang ada di 
LAZIZ NU. Penelitian ini mempunyai persamaan yaitu sama-sama 
membahas mengenai optimalisasi sedangkan perbedaannya yaitu pada 
penelitian ini fokusnya pada optimalisasi pemberdayaan, dan pada penelitian 
yang sedang dilakukan oleh peneliti adalah pada optimalisasi 
pendistribusiannya.  
 Selanjutnya, penelitian yang ditulis oleh Tutik Damayanti, dengan 
judul “Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)  di-BMT 
Pahlawan Tulungagung”.78 Pada skripsi ini menjelaskan tentang pengelolaan 
yang meliputi sistem pengumpulan, pendayagunaan serta pendistribusian zis 
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di BMT Pahlawan Tulungagung. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan 
yang sedang peneliti lakukan, yaitu sama-sama membahas tentang 
pengelolaan ZIS, adapaun perbedaannya jika peneliti terfokus pada proses 
pendistribusiannya dan lokasi di BAZNAS Kabupaten Trenggalek.  
Penelitian selanjutnya yaitu ditulis oleh Darmiyanti, dengan judul 
“Pola Kerjasama Lembaga Amil Zakat Infak dan Shodaqoh (LAZIS) PLN 
P3B Jawa Bali dengan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) dalam 
Pemberdayaan Dana Zakat”.79 Pada skripsi ini menjelaskan pola kerjasama 
yang dibangun oleh LAZIS PLN P3B Jawa Bali dengan PKPU dalam hal 
pendayagunaan dana zakat. Penelitian ini mempunyai persamaan dengan 
penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama membahas 
tentang pola kerjasama atau kemitraan namun, perbedaannya terletak pada 
mitranya, apabila di penelitian ini mitranya adalah sama-sama sebagai 
lembaga pengelola zakat atau Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) namun pada 
penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti mitranya adalah lembaga lain 
dan bukan kategori lembaga pengelola zakat.  
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C. Kerangka Berfikir  
Dalam penelitian ini, konsep dan teori yang digunakan oleh peneliti 
dituangkan dalam skema sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1 
Paradigma Konseptual Penelitian 
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1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek 
merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dengan tugas 
mengumpulkan, mendayagunakan serta mendistribusikan zakat sesuai 
dengan syariat Islam.  
2. Dalam salah satu proses pengelolaan, yaitu pada pendistribusian yang 
dilakukan terdapat sistem serta strategi yang dilakukan oleh BAZNAS 
Kabupaten Trenggalek. 
3. Hal yang dapat membedakan antara BAZNAS Kabupaten Trenggalek 
dengan Lembaga Pengelola Zakat yang lain salah satunya adalah dengan 
membentuk Kemitraan Strategis dengan GERTAK (Gerakan Tengok 
Bawah Masalah Kemiskinan), dan Dinas Sosial Kabupaten Trenggalek.  
4. BAZNAS Kabupaten Trenggalek sistem pendistribusiannya direalisasikan 
ke dalam lima jenis program. Di antaranya yaitu; Trenggalek Taqwa, 
Trenggalek Cerdas, Trenggalek Peduli, Trengglek Makmur dan 
Trenggalek Sehat. Dari ke lima program tersebut terdapat sub-sub program 
yang dijalankan. Sedangkan strategi kemitraan yang digunakan merupakan 
jenis linier collaborative of partnership, yang merupakan jenis kemitraan 
yang tidak membedakan besaran/volume, status/legalitas, atau kekuatan 
para mitra 
5. Sehingga dengan dibentuknya Kemitraan Strategis, maka pendistribusian 
zakat di BAZNAS Kabupaten Trenggalek menjadi lebih tepat sasaran dan 
banyak membawa mnfaat bagi para mustahik.  
